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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu
penanaman nilai-nilai persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, bukan hanya untuk menghormati perbedaan satu sama lain, namun
realisasi pelaksanaanya memupuk rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan
masyarakat Indonesia agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.
Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen,
persatuan bagi seluruh agama, golongan, ras, dan suku bangsa menjadi tuntutan tak
terhindarkan untuk menjaga keutuhan negara republik Indonesia. Akan tetapi,
persatuan tersebut belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak
ketimpangan dan kesenjangan. Misalnya kasus keluarnya Timor-timur dari Indonesia
pada tahun 1999, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka
(OPM), Republik Maluku Serikat (RMS), serta kasus konflik horizontal diantara
suku Dayak dengan suku Madura, juga kasus sejenis yang lain di Ambon dan
Lampung.
Kesenjangan dalam penanaman nilai-nilai persatuan bukan saja melahirkan
ketimpangan, bahkan dalam konteks Indonesia akan berubah menjadi konflik. Baik
konflik antar sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah.
Beberapa kerusuhan yang terjadi belakangan ini mencerminkan hal tersebut. Karena
itu perlu ketegasan dalam implementasi penanaman nilai-nilai persatuan. Untuk
memunculkan kesadaran pentingnya penanaman nilai-nilai persatuan, awalnya
terkadang masyarakat harus dipaksa, selanjutnya diharapkan munculnya kesadaran
dan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai persatuan untuk menciptakan
ketentraman dan kedamaian.
Penanaman nilai pemahaman dan penyadaran nilai persatuan secara terencana
utamanya lewat pendidikan, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata
pelajaran yang mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila,
2khususnya nilai persatuan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku bersatu
dalam perbedaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal
Ika.
Mata pelajaran ini merupakan sarana untuk melahirkan generasi muda agar
dapat mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyda dkk, 2003:17-18).
PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap
jenjang pendidikan. Salah satunya untuk menanamkan nilai persatuan. Peran mata
pelajaran PPKn dalam penanaman nilai-nilai persatuan dipertegas dalam hakikat,
fungsi, tujuan, dan ruang lingkupnya sebagai berikut:
Hakikat PPKn yaitu kesadaran sebagai warga negara (civic literacy),
komunikasi sosial kultural kewarganegaraam (civic engagement), kemampuan
berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and participation), partisipasi
kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic
responsibility). Fungsi PPKn ialah sebagai bagian dari penguatan empat pilar
kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan
semuanya dijiwai oleh Pancasila. Tujuan PPKn adalah mengembangkan
peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan
rasa cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ruang lingkup PPKn ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa,UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan
konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bhinneka
Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia
(Widyaiswara, http://www.lpmpjabar.go.id)
Berdasarkan hakikat, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup tersebut, mata
pelajaran PPKn diharapkan mampu membantu dan membentuk peserta didik yang
handal, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, bertanggung jawab,
sadar akan pentingnya penanaman nilai-nilai persatuan, berwibawa, serta pantas
menjadi panutan atau tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
Hakikat, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup PPKn yang materinya dijabarkan
dalam kurikulum tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam bahan ajar atau buku ajar
PPKn. Keberadaan buku ajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran
diharapkan dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa untuk materi PPKn,
dalam hal ini khususnya materi penanaman nilai-nilai persatuan. Materi muatan
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membentuk perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan
sosiokultural. Hal ini selaras dengan keberadaan pelajaran PPKn di sekolah sebagai
sarana untuk mensosialisasikan penanaman nilai-nilai persatuan pada peserta didik.
Namun demikian perlu disadari bahwa penanaman nilai-nilai persatuan tidak hanya
menjadi beban mata pelajaran PPKn, akan tetapi seluruh mata pelajaran terkait,
seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Agama. Selain itu,
penanaman nilai-nilai persatuan dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Jadi, keterkaitan antara hakikat, fungsi, tujuan, dan ruang
lingkup PPKn dengan penelitian ini adalah pedoman untuk mengantarkan siswa
menjadi manusia Indonesia yang utuh, baik dan bertanggung jawab, tahu akan hak
dan kewajiban, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila
khususnya nilai persatuan Indonesia.
Namun kenyataannya, apa yang diharapkan dari pembelajaran PPKn yang
didukung oleh mata pelajaran lain untuk melaksanakan nilai persatuan belum
sebagaimana mestinya. Misalnya masih terjadi tawuran antar desa seperti antara
warga desa Wuwur dan desa Karaban, kecamatan Gabus kabupaten Pati Jawa
Tengah pada malam hari sebelum lebaran bulan Juli 2014. Kasus ini terjadi karena
adanya pengeroyokan terhadap salah seorang warga desa, hingga korban
pengeroyokan  dilarikan ke RSUD Pati. 3 dari 14 pelaku ditembak polisi saat
kabur(Jateng Pos, 2014). Kasus serupa terjadi di Timika, perang terjadi antara suku
Dani dan suku Moni. Perang ini disebabkan oleh perebutan lahan untuk irigasi,
konflik tersebut belum berakhir hingga saat ini (Berita Timika, 2014). Kasus serupa
dengan aspek berbeda terjadi pada konflik antara FPI (Front Pembela Islam) menolak
Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta, dengan alasan
bahwa Ahok bukan orang Islam (Nahimunkar.com). Kasus lain yang mencerminkan
lunturnya penanaman nilai-nilai persatuan adalah tawuran antar pelajar di Salatiga
yang disebabkan oleh aksi lempar batu yang dilakukan oleh rombongan siswa dari
tiga SMK di Kabupaten Semarang kepada siswa SMK Muhammadiyah Salatiga,
kemudian siswa SMK Muhammadiyah Salatiga berlari untuk menyelamatkan diri
(http://www.harian7.com).
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dari hasil penelitian Kusumaningrum (2013) mengenai muatan materi pendidikan
bela negara, analisis isi pada buku PPKn kelas IX Karangan Agus Dwiyono, dan
pelaksanaannya di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun
2012/2013” menyimpukan bahwa pelaksanaan pendidikan bela negara dilakukan
dengan mengacu pada buku PKn, bersamaan dengan proses pembelajaran PKn di
luar kelas dalam lingkup sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Asih
(2014) mengenai muatan materi dan pelaksanaan pendidikan ideologi negara,
analisis isi pada buku pelajaran PPKn Kelas VIII karangan Dadang Sundawa, dkk
dan pelaksanaannya di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014
menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan ideologi negara dilaksanakan dengan
mengacu pada buku PKn yang memuat materi-materi yang berkaitan dengan
penanaman nilai yang terkandung  dalam ideologi Pancasila, penanaman tentang
cita-cita, gagasan, atau buah pikiran mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara,
penanaman rasa kecintaan kepada tanah air, menanamkan rasa ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan nasional, penanaman nilai-nilai demokrasi dalam
berbagai aspek kehidupan, dan penanaman rasa persatuan dan kesatuan sebagai
pemersatu rakyat Indonesia, ketentuan yang berlaku di masyarakat, dan dilakukan
dalam proses pembelajaran  di luar kelas dalam lingkungan sekolah.
Proses pendidikan dan pembelajaran di kelas sebagaimana disinggung di atas
memerlukan buku pelajaran. Buku ajar merupakan komponen terpenting dalam
proses pembelajaran yang digunakan sebagai sumber belajar. Kualitas buku ajar
harus terjamin baik dari segi isi materi maupun kesesuaiannya dengan kurikulum.
Namun pada kenyataannya masih dijumpai materi buku ajar kurang sesuai dengan
kurikulum yang berlaku. Kasus LKS kelas II SD menghebohkan dan dianggap tidak
layak karena memuat kalimat istri simpanan dalam cerita “Bang Maman dari Kali
Pasir” (Abdullah, 2012). Selanjutnya ajaran mengajak berpacaran dalam buku
Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk siswa SMA/MA/SMK kelas XI semester 1
yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. Berdasarkan kasus di atas, menegaskan
bahwa masih ada buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum
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nilai-nilai persatuan dalam buku mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013.
Keberadaan buku ajar dapat membantu siswa dalam memahami dan
menguasai kompetensi yang hendak dicapai. Karena buku ajar di samping sebagai
sarana dalam transfer ilmu pengetahuan,  juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi
bagi siswa. Kualitas buku ajar sangat mempengaruhi keberhasilan proses
pembelajaran, maka dari itu kualitas buku ajar tidak boleh diabaikan. Kualitas buku
ajar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara adalah sebagai berikut:
1. Faktor penulis buku, kemampuan penulis yang meliputi penguasaanmateri
dan kemampuan menguraikan yang dimiliki oleh seorang penulis atau
pengarang buku ajar.
2. Faktor kepentingan penerbit, kondisi fisik buku dengan tebal tipisnya buku,
akan mempengaruhi biaya produksi, seperti proses percetakan dan
penghematan bahan-bahan, sehingga akan mempengaruhi cakupan isi
materi dalam buku ajar.
3. Faktor muatan kurikulum, seharusnya dalam menyusun buku ajar harus
sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti
yang telah diurakan di atas, tapi karena dipengaruhi oleh dua faktor penulis
dan penerbit maka muatan buku bisa kurang sesuai dengan kurikulum yang
telah ditentukan (http://etd.eprints.ums.ac.id).
Buku pelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan
sebagai acuan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa buku teks
kurikulum 2013 baik yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI maupun pihak swasta
harus dievaluasi.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini
mendorong peneliti untuk mengadakan pengadakan penelitian terhdap analisis isi
buku dan pelaksaannya pada suatu unit pendidikan. Oleh karena itu dipandang cukup
penting untuk melakukan penelitian tentang “Muatan Materi dan Penanaman Nilai-
nilai Persatuan pada Siswa Analisis Isi Buku Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Kurikulum 2013 Kelas VIII dan Pelaksanaannya di SMP Negeri 2
Kartasura”.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana muatan materi penanaman nilai-nilai persatuan dalam buku pelajaran
PPKn  kurikulum 2013 kelas VIII dan pelaksanaannya di SMP Negeri 2
Kartasura Tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-nilai persatuan dalam proses
pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 2014?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menggambarkan muatan materi penanaman nilai-nilai persatuan dalam
buku pelajaran PPKn kurikulum 2013 kelas VIII dan pelaksanaanya di SMP
Negeri 2 Kartasura Tahun 2014.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman nilai-nilai persatuan dalam
proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 2014.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk sumbangan konsep mengenai materi pembelajaran PPKn, khususnya
nilai-nilai persatuan.
b. Untuk dasar atau landasan pengembangan penelitian lebih lanjut yang terkait
dan relevan.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi siswa
1) Mendapatkan materi yang semestinya diberikan sesuai dengan kurikulum
yang berlaku.
2) Memperoleh buku yang tuangan materinya sesuai dengan kurikulum PPKn
sekaligus sesuai dengan kebutuhan siswa.
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1) Untuk pengembangan materi nilai-nilai persatuan yang sesuai dengan usia
siswa, jenjang pendidikan, kurikulum, silabus, kompetensi inti, dan
kompetensi dasar.
2) Melaksanakan proses pembelajaran penanaman nilai-nilai persatuan yang
dilakukan oleh guru kepada siswa di dalam kelas.
c. Manfaat bagi sekolah
1) Memilih buku secara selektif yang muatan materinya sesuai dengan
kurikulum, kompetensi inti, dan kompetensi dasar.
2) Masukan bagi sekolah dalam mengawasi penanaman nilai-nilai persatuan
yang perlu dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di dalam
maupun di luar kelas.
E. Daftar istilah
Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci
dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Muatan materi,  muatan adalah isi (KBBI, 2008:1044), materi Materi merupakan
“segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar
dapat menjadi kompeten” (Nasar, 2006:19). Jadi, muatan materi adalah isi dari
segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar
dapat menjadi kompeten.
2. Penanaman nilai, merupakan proses, cara, perbuatan (KBBI, 2008:1615),
sedangkan nilai adalah mutu atau hal-hal yang penting atau berguna bagi
kemanusiaan (KBBI, 2008:1074). Jadi, penanaman nilai merupakan proses
menanamkan mutu atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
3. Nilai adalah mutu atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
(KBBI, 2008:1074). Nilai merupakan prinsip-prinsip yang telah disepakati
bersama yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik atau buruk, salah atau
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Jadi, nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tolak ukur baik atau buruk.
4. Nilai Persatuan. Nilai adalah mutu atau hal-hal yang penting atau berguna bagi
kemanusiaan (KBBI, 2008:1074). Persatuan diartikan sebagai gabungan, ikatan,
atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu (KBBI, 2008: 1371).
Persatuan berarti bersatunya corak ragam menjadi satu kebulatan tunggal
(Suhadi, 1982:11). Jadi, nilai persatuan adalah mutu yang berisi gabungan
bersatunya corak ragam menjadi satu kebulatan tunggal.
5. Materi Pelajaran, materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan,
dipikirkan, dibicarakan, dilarang, dan sebagainya (KBBI, 2008:997). Sedangkan
pelajaran adalah segala sesuatu yang dipelajari atau yang diajarkan, bahan yang
dipelajari (KBBI, 2008:23). Jadi, materi pelajaran adalah suatu bahan yang
dipelajari atau bahan yang diajarkan.
6. PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan dan dirancang untuk
menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana
diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana
dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab.
Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu
sama lain, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhineka Tunggal Ika (Kemendikbud: 2013). Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai
luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan
dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik
sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara (Darmadi, 2013). Jadi, PPKn adalah mata pelajaran
yang dirancang untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral
yang berakar pada budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945.
